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KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAIRI1,

a.

bahwa dalam rangka mewyjudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas pcnyelenm
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan standar pelayanan,

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinegja dan  kualitas penyelenggaraan  pelayanan
schagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi tentang
Standar Pelayanan pada Dinas Keschatan Kabupaten Dairi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal

18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor S038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan.
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MEMUTUSKAN :
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Surat Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU keputusan ini meliputi

1. Pelayanan Pendaftaran Peserta JKN (PBI)

2. Rekomendasi Pelayanan Jaminan Keschatan
WAMPERSAL) Rujukan.

: Standar pelayanan Dinas Keschatan Kabupaten Daini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam
Penilaian Kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara,
aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyclenggaraan
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan kepada APBD Dinas Keschatan Kabupaten Dairi <
Tahun Anggaran 2022,
- ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diperbaiki scbagaimana mestinya.
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